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1. Paket Pembangunan TPA Sampah di Kota Jambi, Kota Malang, 

Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang;  

2. Paket Toll Road Development of Cileunyi  Sumedang  Dawuan Fase 

III; 

3. Paket Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban; 

4. Paket Hydromechanical Works for Construction of Karian 

Multipurporse Dam Project; serta 

5. Paket Emission Reduction in City Programme Solid Waste 

Management Municipality of Malang dan Sidoarjo. 
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1. Bagaimana kewenangan Dewan Sengketa dalam praktik penyelesaian 

sengketa konstruksi di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi? 

2. Bagaimana kedudukan dan implementasi penyelesaian sengketa yang 

dilakukan oleh Dewan Sengketa sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? 

  

 

1. Untuk mengetahui praktik mengenai penyelesaian sengketa kontrak 

konstruksi melalui Dewan Sengketa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi serta peraturan turunannya; 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan Dewan Sengketa 

dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi 

lainnya. 

  

 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan sumber bacaan bagi sivitas akademika, yaitu mahasiswa 

dan dosen untuk digunakan sebagai penelitian pendahuluan, 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hukum perikatan, dan 

hukum perjanjian. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber 

bacaan kepada: 

a. Praktisi di bidang konstruksi, baik dari pihak pemerintah 

khususnya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan 

Rakyat maupun pihak swasta agar Dewan Sengketa dapat dijadikan 

salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa konstruksi; dan 

b. Masyarakat pada umumnya agar masyarakat dapat lebih mengenal 

dan mengetahui mengenai Dewan Sengketa sebagai salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi. 
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1. Hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak berfungsi dan 

masih terdapat tumpang tindih muatan materi yang diatur; 

2. Aparat penegak hukum yang lemah dalam menegakkan aturan; 

3. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang tidak bisa diramalkan. 
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1. Terdapat beberapa pihak; 

2. Terdapat persetujuan antara para pihak; 

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai; 

4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan; 

5. Adanya bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan; 
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6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

 

 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4.  
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a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;  

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup 

kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu 

pelaksanaan;  

c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan 

pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;  

 
23  
24  



14 
 

 

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk 

memperoleh hasil Jasa Konstruksi, kewajibannya untuk memenuhi 

ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk 

memperoleh informasi dan imbalan iasa serta kewajibannya 

melaksanakan layanan Jasa Klnstruksi; 

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban 

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa 

dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk 

di dalamnya jaminan atas pembayaran; 

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal 

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

diperjanjikan; 

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara 

penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; 

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang 

pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di 

luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian 

bagi salah satu pihak; 

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia 

Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka 

waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; 

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak 

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan 

sosial;  

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, 

memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang 

menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau 

kematian;  
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n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 

ketentuan tentang lingkungan;  

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada 

pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari 

Kegagalan Bangunan; dan  

p.  
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan ini mengutamakan kepustakaan atau data sekunder.32 Data 

sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan 

alternatif penyelesaian sengketa dalam jasa konstruksi. 

2. Spesifikasi Penelitian 
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Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini bersifat deskripstif analitis yaitu penelitian yang berupaya 

menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan tentang Dewan 

Sengketa konstruksi di Indonesia untuk memberikan data seakurat 

mungkin.33 

3. Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu penelitian 

kepustakaan terhadap sumber data primer, sekunder, dan tersier dan 

penelitian lapangan. 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, 

mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai 

literatur guna mendapatkan teori atau pendapat pakar hukum yang 

terkait dengan penelitian ini melalui bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.34 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi 

ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian, di antaranya: 

 
33  
34

 



19 
 

 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 beserta seluruh amendemennya; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi; 

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 

Rancang Bangun melalui Penyedia; 

h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan 

Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi. 

2) Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa bahan hukum primer seperti jurnal, karya tulis 

ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan bahan-bahan hukum 

lainnya yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi 

sebagai penunjang penggunaan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa 

artikel, data kementerian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kamus hukum, majalah, rilis pers, serta bahan hukum tersier 

lainnya yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

b. Studi Lapangan (Field/Physical Research) 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengunjungi atau memperoleh data dari instansi-instansi atau 

lembaga-lembaga terkait secara lebih lengkap, tepat, dan akurat. 

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data primer sebagai pelengkap data sekunder. Penelitian lapangan 

ini akan dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan 
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Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi 

(BADAPSKI), dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa 

konstruksi melalui alternatif penyelesaian sengketa guna 

mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam 

bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang 

tersedia. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui proses tanya-jawab 

untuk memperoleh data primer secara langsung dari Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Jasa Konstruksi (BADAPSKI), dan Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi terkait penyelesaian sengketa 

kontrak konstruksi. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis kualitatif.35 Metode ini digunakan karena penelitian ini 

bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai 

 
35  
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hukum positif dan analisis data yang berasal dari data primer, data 

sekunder, serta informasi-informasi hasil wawancara. Dengan 

menggunakan metode yuridis kualitatif berarti penelitian ini akan 

dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, dan tulisan-

tulisan ilmiah yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian 

sengketa, khususnya alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang 

konstruksi sebagai objek penelitian.36 Cara tersebut merupakan salah 

satu kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi 

objek kajian.37 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu: 

a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung; 

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kampus 

Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, 

Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; 

c. Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta; 

d. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cabang Bandung; 

e. Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi 

Indonesia (BADAPSKI) di Jakarta; 

 
36
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f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia di Jakarta; 

g. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Jakarta. 


